BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR ? % TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SEMARANG,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada
Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas
Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Tahun 2014 sampai dengan Triwulan III Tahun 2013
Pemerintah Kabupaten Semarang, dan
menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada
Pemerintah Daerah perlu meninjau kembali Peraturan
Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
Kabupaten Semarang karena sudah tidak sesuai

" dengan perkembangan yang ada;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga
Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12!

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana
Bergulir pada Pemerintah Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah

Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014

Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran X dan Lampiran XIII diubah, sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XIII,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 -1 - 2615

Pj. BUPATI SEMARANG,
TTD
SUJARWANTO DWIATMOKO
Diundangkan di Ungaran
pada tanggal (¥ -12-20(§

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

TTD
GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 74
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Sesuai Dengan Aslinya
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LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SEMARANG NOMOR 31
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN
SEMARANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 9
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA DAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO

Paragraf-paragraf yang ditulis denga huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten
Semarang

PENDAHULUAN
Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi
‘wjuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran
dan pengungkapan pendapatan

Ruang Llngkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas
akuntansi/ pelaporan.

Kebijakan ini beriaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah

Kabupaten Semarang, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak
termasuk perusahaan daerah.

Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan

Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai pendapatan dari
suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para
sengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-
sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan
dengan :
«. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; dan
. Menyediakan informasi mengenai reaiisasi anggaran secara menyeluruh
vang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten
Semarang dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.
Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam
nemprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai
<egiatan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam periode berkenaan.
Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna
laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi :
a. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
0. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



DE

FINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan
pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak rmemperkenankan pencatatan
seccara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah
dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Kas Umum Daerah adalah tempat penvimpanan uang daerah yang
aitentukan oleh Bendaharawan Umum Dacrah untuk menampung scluruh
senerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penvimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membavar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
vang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
nenambah ekuitas dalam periode pelaporan yvang bersangkutan
Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk
dang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan
negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau
nak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas
claporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

A LASIFIKASI PENDAPATAN

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :

a. urusan pemerintahan daerah;

b. organisasi, dan

c. kelompok.

Klasifikast kelompok akun keuangan dirninct menurut :
a. jenis;

b obyek; dan

¢. rincian obyek pendupatan.

-

. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang

rerdirt dari :

a. Pendapatan Asli Daerah,

b. Pendapatan Transfer, dan

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang

terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
{aerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan

yang terdiri atas:
a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
b. dana alokasi umum; dan



c. dana alokasi khusus.
d. Pendapatan transfer pemerintah pusat.
¢. Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya.
. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis
pendapatan yang terdui atas :
a. Hibah,
b. Dana Darurat,
Pendapatan Lainnya

AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

14.Pendapatan LRA menggunakan basis kas diakui pada saat diterima
pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD.

15.Pendapatan LRA menggunakan basis kas diakui pada saat diterima
oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD.

16.Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan

. 7. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

18.Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum daerah.

!9. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas
penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

20.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada
periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang
pendapatan LRA pada periode yang sama.

Z21.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran
Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian
tersebut.

22. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan
pertanggungjawaban sesual dengan ketentuan dan untuk keperluan
pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

23.Dalam hal terdapat penerimaan yang tidak teridentifikasi, maka atas
penerimaan tersebut akan dimasukkan dalam akun penerimaan lainnya-
LRA pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya-LRA pada lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA.

AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

24.Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki hak atas pendapatan
b. Pemerintah Kaburaten Semarang menerima kas yang berasal dari
pendapatan.

. 5. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-

undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.

_ 5. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang
telah  selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.

7. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah
diterima oleh Pemerintah Kabupaten Semarang tanpa terlebih dahulu
adanya penagihan.

28. Pendapatan-LO diakui pada saat dapat dircalisasi jika kemungkinan besar
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kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan

kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas
umum daerah.

. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

~lasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan
zrus pendapatan yaitu pendapatan asli dacrah. pendapatan transfer, lain-
aln pendapatan vang sah. Masing-masing pendapatan diklasifikasikan
inenurut jenis pendapatan.

. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
Jjumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengelluaran).

- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO brute (biaya)

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai maka
asas bruto dapat dikecualikan.

. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan

36.

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum daerah.

—. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas

penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan
pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

37.Dalam hal terdapat penerimaan yang tidak teridentifikasi, maka atas

38.

39,

penerimaan tersebut akan dimasukkan dalam akun penerimaan lainnya-LO
sada lain-lain pendapatan asli daerah vang sah lainnva-LO pada lain-lain
sencapatan asli daeral: vang sah-LO.

Hibah aset untuk Pernerintah Kabupaten Semarang akan dicatat sebagai
pencapatan pada Laporan Operasional setelah ada Berita Acara Serah
Terima atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Berita Acara
sSerah Terima, dan diketahui nilainya.

Hibah uang yang tidak melalui kas daerah untuk Pemerintah Kabupaten
Semarang akan dicatat sebagail pendapatan pada Laporan Operasional
setelah ada Berita Acara Serah Terima atau dokumen lainnya yang
dipersamakan dengan Berita Acara Serah Terima, dan diketahui nilainya.

PENGUNGKAPAN

40.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

terkait dengan pendapatan adalah:

a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran.

b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan vang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus,

¢) Penjelasan sebab-scbab tidak tercapainyva target pencrimaan pendapatan
daerah.

d) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang
didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59
tahun 2007 tentang perubahan atas Permendegri No. 13 tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP



No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
¢) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

STATUS PENERIMAAN SKPD/UNIT KERJA SKPD DENGAN ORGANISASI

BLUD

4. Pengelolaan Keuangan SKPD/Unit Kerja SKPD di Kabupaten Semarang
yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) maka Penerimaan dan pengeluarannya dilakukan oleh
SKPD/Unit Kerja SKPD yang bersangkutan. Pada akhir periode akuntansi

akan dilaporkan oleh SKPD/Unit Kerja SKPD yang bersangkutan untuk
dikonsolidasi dalam LKPD.

PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
42. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis
diakui pada saat kas vang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh

Bendahara Penerimaan SKPD, baik untuk pendapatan-LRA maupun untuk
pendapatan -LO.

43. Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diakui ‘pada tanggal diterbitkannya
SKRD tersebut untuk pendapatan-LO.

PENDAPATAN DARI BUMD

44. Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada saat pendapatan
tersebut disetujui oleh pemilik atau pemegang saham berdasarkan hasil
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk pendapatan LO.

PENDAPATAN PAJAK DAERAH

4Z. Untuk pajak yang dikelola melalui sistem self assesment maka pendapatan-
LC pajak daerah diakui pada saat wajib pajak menyetor pajak ke kas
daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah dan
apabila diperlukan akan disesuaikan melalui penetapan kurang bayar atau
lebih bayar setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pajak.
Untuk pajak melalui sistem official assesment maka pendapatan pajak
daerah diakui pada saat SKPD diterbitkan.

Pj. BUPATI SEMARANG,
CAP TTD

Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, MSi



LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SEMARANG NOMOR 31
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA

PEMERINTAH KABUPATEN
SEMARANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12
AKUNTANSI ASET

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten
Semarang

PENDAHULUAN
Tujuan
Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya
yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam
laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan
denganr basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan
ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang, tidak termasuk
perusahaan daerah.

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset Pemerintah

Kabupaten Semarang yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran
dan pengungkapan aset.

DEFINISI

4 Berikut adalah istilah-istilah yvang digunakan dalam kebijakan ini dengan
pengertian :
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh
Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber dava nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah
Kabupaten Semarang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau
nilai wajar imbalan lair. vang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada



saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi

dan tempat yang siap untuk dipergunakan,

Masa manfaat adalah :

| Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan
dan/atau pelayanan publik; atau

b) Jumlah produksi atau unit serupa vang diharapkan diperoleh dari aset
untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayvanan publik.

KLASIFIKASI L
Aset diklasifikasikan ke dalam :
:1) Aset Lancar;
i) Aset Non Lancar

6. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan
segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau
dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan
atau berupa kas dan setara kas. Aset yang tidak dapat dimasukkan
dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset
yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan
baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah
Kabupaten Semarang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset
nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset
tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

PENGAKUAN ASET
Aset diakui :

1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dipercleh oleh
Pemerintah Kabupaten Semarang dan mempunyai nilai atau biaya
yang dapat diukur dengan andal.

L) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah.

ASET LANCAR
' Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan
segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau
dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,
atau berupa kas dan setara kas.
. Aset Lancar terdiri dari :
2| Kas dan setara kas;
b) Investasi Jangka Pendek;
¢) Piutang Pajak/Bukan Pajak; dan
d) Persediaan.

Kas dan Setara Kas

11. Kas dan Setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank
yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
Pemerintah Kabupaten Semarang/investasi jangka pendek yang
sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang
Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang
setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan



pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas
yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan
menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3
/tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

i<.Kas terdiri dari :
a) Kas di Kas Daerah;
b) Kas di Bendahara Penerimaan;
c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah,
¢) Kas lainnya.

12, Setara kas terdiri dari :
a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari

3 (tiga) bulan.

.selain kas pada paragral 12 diatas, apabila terdapat kas yang dikuasai oleh
nithak lain vang bukan bendaharawan terkait dengan kegiatan Pemerintah
~abupaten Semarang rnaka atas kas-kas tersebut akan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan sebagail informasi yang harus disajikan
antuk kepentingan perigungkapan vang memadai atas Laporan Keuangan.

Pengukuran Kas
1 5. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya
disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalarn bentuk valuta

asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral
nada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek
16.Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas

dan beresiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas)
bulan.

1 7. Investasi jangka pendek terdiri dari :

a) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua
belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (revoving
deposits);

b) Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek;

c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan

Pengakuan Investasi Jangka Pendek
13, Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi
jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut
dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Semarang;

b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan

reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi

anggaran.

Pengakuan hasil Investasi Jangka Pendek

20. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara
lain berupa bunga deposito, bunga obligasi yang telah menjadi hak
pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan
pendapatan hasil investasi pada laporan operasional, pada saat



deviden di umumkan dalam RUPS atau berdasarkan perjanjian yang
ada. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang
piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang
diterima tunai atau dividen tunai (cash dividend) diakui sebagai
pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

21.Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat
membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai
pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan
untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat
dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

22.Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya
saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan.
Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu
sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya
lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

23.Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperolehan tanpa
biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar
investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang
diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk
memperoleh investasi tersebut.

24.Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam

bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito
tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

25.Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dilakukan
dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi
dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut
diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi
besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

26.Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dapat terjadi
karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah
Kabupaten Semarang dan lain sebagainya.

27.Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya
harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi

pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan
dalam laporan operasional.

Piutang

28.Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Kabupaten Semarang dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Semarang
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
akibat lainnya yang sah.

29 Piutang antara lain terdiri dari:
a) Piutang pendapatan vang terdiri dari :
a. Piutang Pajak;
b. Piutang Retribusi;
¢. Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan.
d. Piutang Lain-lain PAD yang sah.



e. Piutang transfer-Pemerintah Pusat dana perimbangan.
f. Piutang transfer-pemerintah lainnya.
g. Piutang transfer-pemerintah daerah lainnya.

1
5

)

Piutang pendaparan lainnya.
;) Piutang lainnya, vang terdiri dari :
a. Bagian lancar tagihan jangka panjang
b. Bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas
lainnya.
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran

d. Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah

e. Uang Muka

f. Piutang lain-lain

g. Piutang / Bagian jangka panjang karena perjanjian kerjasama.
h

- Piutang / Bagian jangka panjang karena pemberian pinjaman.
¢) Penyisihan piutang, vang terdiri dari :

a. Penyisihan piutang pendapatan

b. Penyisihan piutang lainnya

Penjelasan :
a. Piutang Pendapatan

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak
sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau
peraturan daerah tentang perpajakan yang berlaku untuk pajak
daerah, vang belum dilunasi sampai dengar. akhir periode laporan
keuangan daerah. Piutang pajak timbul jika hingga tanggal laporan
keuangan daerah ada tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yvang dihitung sejak ditetapkan
SKPD tersebut atau dokumen lain vang berisi hal yang sama.
Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan
adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir
periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar. Hal ini didapat
dengan melakukan inventarisasi SKPD yang hingga akhir periode
belum dibayar oleh Wajib Bayar.
Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak vaitu
sell assesment dimana wajib pajak menaksir serta menghitung
pajaknya sendiri dan official assesment atau melalui penetapan oleh
SKPD yang mengelola pajak.
Dalam hal digunakan self assesment, apabila diperlukan akan
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang atau Lebih Bayar
yang merupakan dasar untuk menimbulkan tagihan kepada wajib
pajak dikurangi dengan jumlah yang telah diterima oleh Pemerintah
Daerah setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pajak.
Selisih kurang antara jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib
pajak dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang bayar, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengelola pajak
merupakan kekurangan bayar yang akan menjadi piutang pajak.
Sebaliknya selisih lebih antara jumlah pajak yang telah dibayarkan
oleh wajib pajak, dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak
lebih Bayar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengelola pajak
merupakan kelebihan bayar yang akan menjadi utang pajak yang
wajib dikembalikan ke wajib pajak melalui mekanisme restitusi pajak
Piutang pajak cengan metode self assessment ini diakui ketika
diterbitkan Surat Keretapan Pajak Daerah Kurang Bavar.
Sedangkan dalam hal pengenaan pajak dilakukan dengan proses
penetapan oleh SKPD yang mengelola pajak atau official assessment,



maka piutang diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
Daerah.

Piutang pajak vang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment)
dikategorikan menjadi :
- Lancar apabila ;

Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
Wajib pajak kooperatif; dan/atau

Wajib pajak likuid; dan/atau

Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- Kurang Lancar apabila :

Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan
pelunasan; dan/atau

Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
Wajib pajak mengajukan keberatan/banding

- Diragukan apabila ;

Umur piutang lebih dari 2 tshun sampai dengan 5 tahun;
dan/atau

Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan
pelunasan; dan/atau

Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau

Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
dan/atau

Wajib pajak mengalami kesulitan hikuiditas.

- Macet, apabila :

Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau

Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan
pelunasan; dan/atau

Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan;
dan/atau

Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

Wajib pajak mengalami musibah {force majeure).

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (official assessment)
dikategorikan menjadi :
- Lancar apabila :

Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
Wajib pajak kooperatf;, dan/atau

Wajib pajak likuid; dan/atau

Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- Kurang Lancar apabila :

Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan
pelunasan; dan/atau

Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau

Wajib pajak mengajukan keberatan/banding



- Diragukan apabila :
- Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
dan/atau
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan
pelunasan; dan/atau
- Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- Macet, apabila :
- Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan
pelunasan; dan/atau
- Wajib pajak udak diketahui keberadaannya ditemukan;
dan/atau
- Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

Piutang Retribusi

Retribusi yaitu imbalan yang dipungut pemerintah daerah dari
masyarakat schubungan dengan pelavanan yvang diberikan, misalnya
retribusi pelavanan kesehatan, retribusi parkir di tepi jalan umum,
retribusi izin (ravek dan lain-lain. Piutang retribusi timbul jika
hingga tanggal .aporan keuangan dacrah ada tagihan retribusi
sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD vang
belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang retribusi diakui apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah telah
memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan wajib
retribusi tidak membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku.

Piutang Retribusi pelayanan pasar

Untuk retribusi pelayanan pasar yang menggunakan karcis, tidak
akan menimbulkan piutang karena pendapatan retribusi pelayanan
pasar yang menggunakan karcis ini diakui ketika diterima di kas
bendahara penerimaan dan/atau rekening kas umum daerah.
Sedangkan untuk retribusi pelayanan pasar yang sudah
menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), piutang
diakui pada pada saat diterbitkannya SKRD tersebut.

Piutang Retribusi parkir

Untuk retribusi parkir yang menggunakan Kkarcis, tidak akan
menimbulkan piutang karena pendapatan retribusi parkir yang
menggunakan karcis ini diakui ketika diterima di kas bendahara
penerimaan dan/atau rekening kas umum daerah. Sedangkan untuk
retribusi parkir yang sudah menggunakan Surat Ketetapan Retribusi

Daerah (SKRD). piutang diakui pada pada saat diterbitkannya SKRD
tersebut.

Piutang Retribusi pelayanan kesehatan

Untuk retribus: pelayanan kesehatan, piutang diakui pada saat ada

tagihan kepada pasien atau wajib retribusi tetapi pasien atau wajib
. retribusi belum membayar, setelah dilakukan pelayanan.



Piutang Retribusi pelayanan perijinan
Untuk retribusi pelayanan perijinan, piutang diakui pada saat

diterbitkan Surat Ijin kepada wajib retribusi tetapi wajib retribusi
belum membavar,

Prutang retribusi dikategorikan menjadi
- Lancar apabila :
- Umur piutang O sampai dengan 1 bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai
dengan tanggal jatuh tempo vang ditetapkan.
- Kurang lancar, apabila :
- Umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- Diragukan, apabila :
- Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam
Jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
kedua tidak dilakukan pelunasan.
- Macet, apabila :
- Umur piutang leih dari 12 bulan; dan/atau
- Apebila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam
jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagiahn
Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah
diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan
piutang Negara.

Piutang Retribusi lainnya (selain retribusi pelayanan pasar, retribusi
parkir, retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan
perijinan).

Piutang ini diakui pada saat ada karcis/SKRD/tagihan kepada wajib
retribust tetapi  wujib retribusi  belum membayar. Pengakuan
piutang, kategori piutang dan penyisihan  piutang dengan
menggunakan karcis/SKRD/tagihan mengikuti kebijakan diatas.

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Piutang hasil pengelolaan kekavaan daerah yang dipisahkan terjadi
atau di akui pada saat hasil Rapat Umum Pemegang Saham terbit
setelah diterbitkannva Laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo.

- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan plutang tersebut menjadi piutang lancar yang
sudah dilakukan penagihan, tetapt belum dilakukan
pelunasan.

- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya



penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar
vang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan

- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada
instansi vang menangani pengurusan piutang Negara, atau
sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi
piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi
belum dilakukan pelunasan.

Piutang Lain-lain PAD yvang Sah

Piutang ini di akui pada saat terbitnva dokumen vang ada tentang
piutang tersebut.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo
vang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo adalah 3 bulan
sejak dikeluarkannya surat tagihan.

- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang
sudah ilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan

- Diragukar: apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar
yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan.

- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada
instansi vang menangani pengurusan piutang Negara, atau
sejak tanggal berakhirnya penctapan piutang tersebut menjadi
piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi
belum dilakukan pelunasan.

Piutang Transfer

Adalah piutang vang timbul dari peristiwa transfer dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah lainnya dan pemerintah
daerah lainnya.

Piutang transfer dari Pemerintah Pusat ini diakui pada saat
diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurang Bayar
atas Dana Transfer yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten
Semarang tetapi belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer dari Pemerintah Provinsi diakui pada saat
diterbitkannya leputusan Gubernur tentang Kurang Bayar atas
Dana Transfer vang menjadi hak Pemcrintah Kabupaten Semarang
tetapi belum ditransfer oleh Pemerintah Proviusi.

Piutang transfer dari Pemerintah lainnya atau Pemerintah daerah
lainnya diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Pemerintah
lainnya atau Pemerintah daerah lainnya tentang Kurang Bayar atas
Dana Transfer vang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Semarang



tetapt belum ditransfer oleh Pemerintah lainnya atau pemerintah
Daerah lainnya tersebut.

Jika realisasi ftransfer tida sama dengan jumlah alokasi awal, maka
dilakukan jurnal penvesuaian.
Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo
yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan
akhir periode yaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya
piutang.

- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sctelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang
sudah dilakukan penagihan, tetapt belum dilakukan
pelunasar:.

- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar
yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasar:.

- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada
instanss \ang menangani pengurusan piutang Negara, atau
sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi
piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi
belum dilakukan pelunasan.

Piutang pendapatan lainnya

Pengakuan piutang pendapatan lainnya disamakan dengan
pengakuan piutang transfer. Piutang pendapatan lainnya ini seperti
piutang hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta, hibah
kelompok masvarakat/perorangan, dana darurat, pendapatan
lainnya.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo
vang ditctapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan
akhir periode yaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya
piutang

- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau ! bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang
sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan.

- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penctapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar
yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan.
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- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada
instansi vang menangani pengurusan piutang Negara, atau
sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi
piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi
belum dilakukan pelunasan.

b. Piutang lainnva

Bagian lancar tagihan jangka panjang dan bagian lancar tagihan
pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya merupakan piutang
jangka pendek karena adanya pemberian pinjaman. Piutang ini
berasal dari pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada
pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMD/BUMN,
perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Ketentuan dan
persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah
perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan
piutang timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi
pengeluaran dari kas daerah. Apabila dalam perjanjian pinjaman
diatur mengenai denda, bunga atau biava komitmen, maka setiap
akhir priode pelaporan harus diaku adanya plutang atas bunga,
denda dan biava komitmen yang harus dikenakan untuk periode
berjalan yang terutang sampai dengun tanggal pelaporan.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo.

- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang
sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan.

- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo udak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar
vang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan.

- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada
instansi vang menangani pengurusan piutang Negara, atau
sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi
piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi
belum dilakukan pelunasan.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan piutang
jangka pendek, bagian lancar vang timbul karena penjualan yang
pada umumnva berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang
milik daerah, yang dilakukan secara cicilan atau angsuran.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo.
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Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar vang
sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan

Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar
yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan.

Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada
instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau
sejak tanggal berakhirnya penctapan piutang tersebul menjadi
piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi
belum dilakukan pelunasan.

Bagian lancar tuntutan ganti rugi kerugian daerah, terdiri dari :

Plutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi (TGR),
merupakan piutang jangka pendek yang timbul karena
pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawal negeri
bukan bendahara sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam
pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Perbendaharaan
(TP) yang dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau
perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah,

Kedua piutang diatas diakui pada saat diterbitkannva Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Piutang in1 dikategorikan menjadi :

Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo
yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan
akhir periode yaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya
piutang.

Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadi piutang lancar yang
sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan.

Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnva
penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar
yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan.

Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada



instansi vang menangani pengurusan piutang Negara, atau
Sﬁ.tjak tanggal berakhirnva penetapan piutang tersebut menjadi
piatang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi
belum dilakukan pelunasan.

Plutang uang muka merupakan piutang jangka pendek vang timbul
karena adanyva pencairan uang muka atas suatu pekerjaan oleh
pihak ketiga yang belum dilaksakana fisik pekerjaannya. Piutang ini
diakui pada saat diterbitkannya SP2D uang muka sampai pekerjaan
atas uang muka sudah selesai dilaksanakan oleh pihak ketiga
dengan dibuktikan adanya peerbitan SP2D per termin atas kemajuan
fisik.

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo
yang ditetapkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan
akhir periode vaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya
piutang,

- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penctapan piatang tersebut menjadi piutang lancar yang
sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasarn.

- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau | bulan scjak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar
vang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan.

- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada
instans! yang menangani pengurusan piutang Negara, atau
sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi
piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi
belum dilakukan pelunasan.

Piutang lain-lain merupakan bagian dari piutang lainnya yang terdiri
piutang-piutang peda penjamin seperti piutang askes, piutang
kepada jamkesmas, piutang kepada jamkesda, piutang pelayanan
kesehatan kepada perusahaan, piutang asuransi jiwa in health,
piutang kepada BPJS dan piutang pasien umum

Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo. Dalam hal tidak ada tanggal jatuh tempo
yvang diterzpkan, maka tanggal jatuh tempo disamakan dengan
akhir pericde vaitu tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya
piutany.

- Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadl piutang lancar yang
sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan.
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- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung scjak
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar
vang suaah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasarn.

- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan ketiga setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada
Instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau
sejak tanggal berakhirnya penctapan piutang tersebut menjadi

piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi
belum dilakukan pelunasan.

Bagian lancar jangka panjang karena perjanjian kerjasama
merupakan piutang vag timbul karena adanya perjanjian kerjasama,
sepertl perjanjian sewa, kKerjasama pemanfaatan, perjanjian Bangun
Guna Serah dan perjanjian Bangun Serah Guna.
Bagian lancar jangka panjang karena pemberian pinjaman
merupakan piutang vang timbul karena pemberian pinjaman oleh
pemerintah  kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya,
perorangan, SBUMD/BUMN, perusahaan swasta atau organisasi
lainnya.
Ketentuan dan persyaratan timbulnva piutang dituangkan dalam
suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan
pengakuan piutang timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi
realisasi pengeluaran dari kas daerah. Apabila dalam perjanjian
pinjaman diatur mengenai denda, bunga atau biaya komitmen, maka
setiap akhir priode pelaporan harus diakui adanya piutang atas
bunga, denda dan biaya komitmen vang harus dikenakan untuk
periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan.
Piutang ini dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan

tanggal jatuh tempo.
-  Kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama setelah jatuh tempo tidak

dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapar. piutang tcrsebul menjadi  piutang lancar vang
sudah wuakukan penagihan, tetapi belum  dilakukan
pelunasar.

- Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan kedua setelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan, atau 1 bulan sejak tanggal berakhirnya
penetapan piutang tersebut menjadi piutang kurang lancar
yang sudah dilakukan penagihan, tetapi belum dilakukan
pelunasan.

- Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan ketiga sctelah jatuh tempo tidak
dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada
instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, atau
sejak tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi
piutang diragukan, yang sudah dilakukan penagihan tetapi
belum dilakukan pelunasan.
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Kebijakan tentang penyvisihan atau pencadangan piutang-piutang di

nabupaten Semacang sebagai berikut -

Kategori lancar dicadangkan scbesar 0.5% (nol koma lima

persen) puutang dengan kategori lancar;

- Kategori kurang lancar dicadangkan sebesar 10% (sepuluh
persen) dari piutang dengan kategori kurang lancar;

- Kategori diragukan dicadangkan sebesar 50% (lima puluh
persen] dari piutang dengan kategori diragukan setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan jika
ada; dan

- Kategori macet dicadangkan sebesar 100% (Seratus persen)
dari piutang dengan kategori macet setelah dikurangj dengan
nilai agunan atau nilai barang sitaan jika ada.

Pengakuan Piutang
30.Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan

Surat Ketetapan/dokumen tentang Piutang, atau pada saat
rerjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang.

Pengukuran Piutang

#i.Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah
piutang yang belum dilunasi.

Penilaian / Penyajian Piutang
32.Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value). Net Realizable Value dilaksanakan dengan

mengurangkan piutang berdasarkan harga nominal dengan nilai
pencadangannya.

Penghapusan Piutang
31. Berikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan piutang:

+j Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat/penghapusbukuan
atau  mutlak/penghapustagihan dari pembukuan  Pemerintah
Kabupaten Semarangkecuali mengenai piutang daerah yang cara
penyvelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-
undangan.

o} Penghapusan secara bersyarat atau penghapusbukuan dilakukan
“engan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah
Kabupaten Semarang tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
Dilakukan dengan pertimbangan :

Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yvang ditetapkan
sebagai kategori piutang macet; dan/atau

Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat
Tagihan kectiga atau tidak melakukan pelunasan 1 bulan sejak
tanggal berakhirnya penetapan piutang tersebut menjadi piutang
diragukan, vang sudah dilakukan penagihan tetapi belum dilakukan
pelunasan; dan/atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang
menangani pengurusan piutang Negara,

Debitur mengatami musibah (force majeure); dan/atau

Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan
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dan tidak mempunvai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat
ditemukan berduasarkan surat keterangan darli pejabat yang
berwenang; dan/ atau

- Debitur tidak mempunyai harta kekavaan lagi, dibuktikan dengan
surat keterangar dari pejabat yng berwenang yang menyatakan
bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta
kekavaan lagi; dan/atau

- Debitur dinvatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
dan/atau

- Debitur tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat atau

alamatnya tdak  jelas/tidak  lengkap  berdasarkan  surat
keterangan,/ peravataan dari pejabat vang berwenang, dan/atau
telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat

keterangan/pernvataan dari pejabat vang berwenang; dan/atau

- Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak

lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang
tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, keberatan, dan
sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Bupati;
dan/atau
Objek piutarg hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan
dari pihak kepolisian.
Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak
menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang
sudah dihapusnukuan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel
dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghapusan secara mutlak atau penghapustagihan dilakukan dengan

menghapuskan hak tagih daerah. Dilakukan dengan pertimbangan :

- Penghapusan karena mengingat jasa-jasa pihak yvang
berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang
dari keterpurukan lebih dalam.

Penghapustagiian sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat
citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih
luas menghadeapi tugas mas adepan.

- Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan
situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih,

- Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal
atau tidak mungkin diterapkan.

- Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum
kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak,
melakukan benchmarking kebijakan /peraturan penghapusbukuan
di negara lain.

Penghapustaghan secara hukum sulit atau tidak mungkin
dibatalkan, apabila telah dioutuskan dan diberlakukan kecuali cacat
hukum.

- Pengahapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan
dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan
penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan.

Selain piutang pajak dan retribusi, penghapustagihan atau

penghapusan mutlak piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang

daerah di urus secara optimal oleh instansi Pemerintah Kabupaten

Semarang dan penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diserahkan

kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Kantor Pelayanan

Kekavaan Negar:: dan Lelang (KPKNL).



PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal
masih terdapat sisa utang namun :

Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikannya,
- Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai
nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.
Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut
piutang daerah ditetapkan oleh :
- Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-
- Bupati dengan persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak
diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati
setelah mendapat pertimbangan dari KPKNL vang wilayah kerjanva
meliputi wilayah kcrja Bupati yang bersangkutan,
| Psanghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan
dilaksanakan dengan ketentuan :
Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah
piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan tertibnva rekomendasi
penghapusan sccara bersyarat. atau;
Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah
ditetapkan dengan PSBDT.
Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan
dilaksanakan dengan ketentuan :
- Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan
penghapusan secara bersyarat piutang.
- Penanggung uwang tetap tidak mempunyair kemampuan untuk
menyelesaikan sisa kewajibannva, yang dibuktikan dengan
keterangan dari aparat, pejabat berwenang.
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Persediaan

32.

33.

o

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional Pemerintah Kabupaten Semarang, dan barang-barang

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa :

a)barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam
rangka kegiatan operasional pemerintah;

b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses
produksi;

c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat;

d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

tersediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibell dan disimpan

antuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor,

narang tak habis pakai scperti komponen peralatan dan pipa, dan barang

bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Semarang memproduksi sendiri,

persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi

seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan,

contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

7 Dalam hal Pemerintah Kabupaten Semarang menyimpan barang untuk

o]
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"1juan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyvak) atau

Ntk tujuan berjaga jaga seperti cadangan pangan (misalnva beras),

narang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

J?-scwhacm berpa berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan
‘cpada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan

i;ibit lanaman.

Fersediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam

neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(g

Pengakuan Persediaan
~.. iPersediaan diakui :

4. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah
<abupaten Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal.

b, Pada saat  diierima atau  hak kepemilikannya dan/atau
kKepenguasaannya berpindah.

“acda  akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil
nventarisasi fisik (stock opname).

Pengukuran Persediaan

+.. Persediaan disajikan sebesar :

a. blaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

b. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,
slaya  penanganan dan  biaya lainnva yang secara langsung dapat
dibebankan pada perolchan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya
Vang serupa mengurangi biaya perolehan.

+ Persediaan dinilai dengan menggunakan :

a. Metode FIFO (First In First Out) yaitu persediaan yang dibeli pertama
adalah persediaan vang pertama digunakan, sehingga persediaan vang
ada tinggal persediaan dengan pembelian akhir,

b Pencatatan perscdiaan menggunakan metode perpetual dengan tetap
mendasarkan hasil inventarisasi (stock opname).

¢. Metode perpetual pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan
vang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat
mutasi persediaan

d. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan

untuk dijual, seperti karcis pasar atau parkir, dinilai dengan biaya
perolehan teralkhir.

e. Bilaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biava tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran vang
digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

f. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai
dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan
meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang
memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Beban Persediaan

+5.Beban persediaan dicatat sebesar pernakaian persediaan

-t Perighitungan bebar persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan
Uperasional.
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fengakuan beban perscdiaan dilakukan dengan 2 pendekatan
pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika
persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan
-ntuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama
satu  periode akuntansi, atau dimaksud untuk berjaga-jaga seperti

persediaan obat, tanaman, hewan, pupuk, cetakan, Alat Tulis Kantor dan
lain-lain.

yvaitu

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung
dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk
persediaan-persediaan vang maksud penggunaannya untuk waktu yang
segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode seperti
Makan Minum Kegiatan, pembelian Bahan Bakar Minyak, cetakan misalnya
buku Raperda/Perda .
-%. Dalam hal persediacn dicatat secara perpetual, maka pengukuran
semakalan persediaarn dihitung berdasarkan catatan jumlah unit vang
pakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
Jalam hal persediaan dicatat secara periodik maka pengukuran pemakaian
versediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo
awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi
dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode
neniliaian yang digunakan.

FPengungkapan Persediaan
=0 Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan

Persediaan adalah sebagai berikut :

1} kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

2} penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan vang
digunakan dalam pelavanan masyarakat, barang atau perlengkapan vang
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam
proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat;

3 Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi persediaan rusak.

ASET NON LANCAR

Z1.Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset nonlancar apabila aset
dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan.

.Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan
aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak
langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan untuk
masyarakat umum

.Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang,
aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk mempermudah
pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

o
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INVESTASI JANGKA PANJANG
54, Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas} bulan.
55. Investasi jangka panjang terdiri dari :
. Investasi Non Permanen, adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.



investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untul: dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

56

-Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi

apabila memenuhi salah satu kriteria :
a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi
tersebut dapat diperoleh pemerintah;

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai ( reliable ).

57.Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui

sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang
S&.Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk

ilal pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan
ﬁcbagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi vang tidak
nemiliki pasar yang akiif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat,
atau nilai wajar lainnya.

. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah

Kabupaten Semarang, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah
Kabupaten Semarang adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar jika
narga perolehan inveslasi tersebut tidak ada.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

ds

Penllaian investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dilakukan dengan
Liga metode, yaitu :

Penilaian investasi jangka panjang pemerintah daerah dilakukan
dengan tiga metode, yaitu :

a] Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar
biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui
sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi
besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang
terkait. Metode ini digunakan untuk investasi dengan
kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh per seratus).

b} Metode Ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah
mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah
atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah
daerah setelah tanggal perolehan.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah,
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta
asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut
akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas
pemerintah.
Metode ini digunakan untuk investasi dengan kepemilikan 20%
(dua puluh per seratus) sampai 50% (lima puluh per seratus) atau
kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh per seratus) tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan. Metode ini juga digunakan
untuk investasi dengan kepemilikan diatas 50% (lima puluh per
seratus).



¢) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode ini mencatat investasi sebesar nilai yang dapat
direalisasikan, dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual,
nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan
dikurangi dengan biaya pelepasan, dalam hal investasi berupa
tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi
penyisihan tak tertagih.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan
terutama untuk kepemilikan yang bersifat nonpermanen.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang
72. Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Semarang dapat terjadi
karena penjualan, dan pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah
dan lain sebagainya.
7 3. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya
harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan / kerugian
pelepasan investasi. Keuntungan / kerugian pelepasan investasi
disajikan dalam laporan opearsional.
Pencrimaan dari pelepasan  investasi jangka panjang diakui sebagai
penerimaan pembiayaan.
Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah
Kabupaten Semarang dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai
raté-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap
jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.
Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen
merjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Investasi Non Permanen
77. Investasi NonPermanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak
berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu
lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus
menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik
kembali.
78. Investasi nonpermanen yang dilakukan pemerintah antara lain
berupa :
a. Pembelian Surat Utang Negara;
b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan kepada fihak ketiga;
¢. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara
bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak
dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara
berkelanjutarn.

Pengukuran Investasi Non Permanen

79. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi
jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk
dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk
penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar
nilai bersih yang dapat direalisasikan termasuk dana yang
disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti
bantuan modal kerja secara bergulir (dana bergulir) kepada
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kelompok masyaraicat juga dinilai sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan.

nvestasi nonpermanern seperti bantuan modal kerja secara bergulir (dana
oergulir) merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan

digulirkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat oleh Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan

=konomi rakyat dan tujuan lainnya.

Karakteristik dana bergulir adalah :

b. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.

¢. Dana tersebut dicantumkam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dalam alokasinya dan laporan keuangan daerah.

d. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Dikuasai
dan/atau dimiliki berarti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (PA/KPA) mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan
atas dana bergulir Dikendalikan berarti Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran (PA/KPA) mempunyai kewenangan dalam
melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lainnya
dalam rangka pemberdayaan dana bergulir. Pengendalian oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) diatur
tersendiri dengan Keputusan Bupati.

c. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat,

ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambabh,

selanjutnya disalurkan kembali kepada rmasyarakat, demikian
seterusnya.

Pemerintah daerali dapat menarik kembali dana bergulir, untuk

dihentikan penggulirannya.

Dana bergulir sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana

bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses

menyeleksi, mcenetapkan penerima dana bergulir, menvalurkan dan
menagih  kembali dana bergulir serta menanggung resiko
ketidaktertagihan dana bergulir.

n. Dana bergulir dengan executing agency adalah mekanisme penyaluran
dana bergulir melalui entitas {lembaga keuangan bank/LKB, lembaga
keuangan bukan bank / LKBB, modal ventura dan lembaga keuangan
lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawaban untuk menyeleksi,
menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih
kembali dana bergulir sesuai perjanjian.

1. Dana Dbergulir dengan chanelling agency adalah mekanisme
penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan
bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank / LKBB, modal ventura
dan lembaga kcuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab
hanya untuk menyalurkan dana bergulir.

Penyajian dana bergulir adalah sebagai berikut :

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.

Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang

dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

Dana bergulir disajikan di neraca scbagai investasi jangka panjang-

investasl nonpermanen-dana bergulir.

Penarikan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai penerimaan

pembiayaan.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga

perolehan, tetapi secara periodik, pemerintah daerah harus melakukan

penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang
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tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan
net realizable value).
Nilai yang dapat direalisasikan atau Net Realizable Value dapat diperoleh
sika satuan kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana
bergulir sesuail jatuh temponya (aging schedule). Nilai dana bergulir yang
dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan
pencadangan atau penvisihan dana bergulir.
Kategori dana bergulir dengan kelola sendiri vaitu :
a. Lancar, apabila :
- Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahu; dan/atau
Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan; dan atau
- Penerima dana bergulir kooperatif.
ib. Kurang lancar, apabila :
Umur danea bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun;
dan/atau
- Penerima darna bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
dan/atau
- Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
dan/atau
- Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
¢. Diragukan, apabile :
- Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan;

dan/atau

- Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
dan/atau

- Penerima dana bergulir tidak menyetuyjui seluruh hasil
pemeriksaan.

d. Macet, apabila :

- Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

- Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal surat tagihan ketiga belumr melakukan pelunasan;
dan/atau

- Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

- Penerima dana bergulir mengalami kesulitan bangkrut dan/atau
meninggal dunia; dan/atau

- Penerima dana bergulir mengalami musibah.

Kategori dana bergulir dengan executing agency yaitu :

Lancar, apabila :

- Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank,
Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya
menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian
dengan pemerintah daerah; dan/atau

- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

h. Macet, apabila :

- Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank,
Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan
pelunasan; dan/atau

- Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank,
Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya tidak
diketahui keberadaannya; dan/atau
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- Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank,
Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan
bangkrut; dan; atau
Lembaga heuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank,
Koperasi, Modal Ventura dan lembaga Keuangan Lainnya
mengalami musibah; dan/atau

87 [Kategori dana bergulir dengan channeling agency yaitu :
a. Lancar, apabila :
- Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahu; dan/atau
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
b. Lancar, apabila :

- Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun;
dan/atau

. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung

sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
dan/atau

c. Diragukan, apabila :
- Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan S tahun; dan/atau
- Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung

sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan;
dan/atau

. Macet, apabila

- Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

_ Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung
sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
dan/atau

- Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

- Penerima dana bergulir mengalami kesulitan bangkrut dan/atau
meninggal dunia; dan/atau

- Penerima dana bergulir mengalami musibah.

~% Penvajian dana bergulir di neraca berdasarkan Nilai yang dapat

dircalisasikan (Net Realizable Value) dilaksanakan dengan cara dana
bergulir dikurangi dengan pencadangan atau penyisihan dana bergulir.
Pencadangan atau penyisihan atas dana bergulir sebagal berikut :

a. Dana bergulir lancar dicadangkan sebesar 0,5% (nol koma lima

persen) dari nilai dana bergulir lancar;

b. Dana bergulir kurang lancar dicadangkan sebesar 10% (sepuluh
per seratus) dari nilai dana bergulir kurang lancar;
Dana bergulir diragukan dicadangkan sebesar 50% (Ima puluh
persen) dari nilai dana bergulir diragukan setelah dikurangi
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

d. Dana bergulir macet dicadangkan sebesar 100% (seratus persen)
dari nilai macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada).

90, Jika dana bergulir masuk dalam kategori macet selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa pelunasan atau cicilan maka dana bergulir tersebut

dapat dihapus sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupatl.

Lainnya

]

Penyajian Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di
Masyarakat yang dinilai dengan Uang ‘
5., Pengeluaran dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di
masyarakat yang dinilai dengan uang diakui atau dikelompokkan sebagai
Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran maupun Laporan Arus Kas, vang dicatat sebesar jumlah dana
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vang dikeluarkan, disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang -
Investasi Non Permanen - Dana Bergulir.
> Dana bergulir berupa hewan ternak vang digulirkan di masyarakat vang
dinilai dengan uang yang dicatat scbesar harga perolchan, olch
Pemerintah Daeran secara periodik harus melakukan penyesuaian
icrhadap dana bergulir tersebut, sehingga nilai dana bergulir berupa
hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang
vang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value) dan dinilai berdasarkan nilai standar.
Paaa saat Pemerintah Daerah menarik investasi nonpermanen berupa
hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang,
(iaka pengelola dana oergulir akan mencatat sebagai pengurang investasi
nonpermanen di neraca dan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan
Galam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
Pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di
masyarakat yang dinilai dengan uang melakukan penatausahaan dan
akuntansi dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule).
Pada saat pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di
masyarakat yang dinilai dengan uang, melakukan pengeluaran atau
pengguliran hewan ternak maka atas pengeluaran tersebut dicatat sebagai
investasi nonpermanen atau penambah investasi nonpermanen.
» Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak tersebut maka hasil
pengembangan yang disetor ke kas daerah dicatat sebagai Pendapatan Asli
Dacrah, dan hasil pengembangan yang tidak disetor ke kas daecrah tetapi
akan digulirkan kembali dicatat szbagai penambah investasi
nonpermanen.
Pada saat pelepasan hak atau hewan tcrnak dari Pemerintah Daerah
kepada masyarakat karena telah memenuhi kewajibannya maka atas
hewan ternak yang dilepaskan kepada masyarakat tersebut dicatat
sehagal pengurang investasi nonpermanen.
Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang
dinilai dengan uang dapat dihapuskan, jika hewan ternak tersebut benar-
benar sudah mati dan harus dibuktikan dengan Berita Acara tentang
kematian hewan ternak tersebut, pengelola akan mencatat sebagai
pengurang investasl nonpermanen.
49 Pengungkapan dana bergulir
Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagail
Pengeluaran Pembiavaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan
Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi
lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
j.  Dasar Penilaian Dana Bergulir;
k. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
m. Saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana
bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
n. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur
dana bergulir.
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100. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di
proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai
sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkanuntuk
perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka

penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak
ketiga.



Penghapusan dana Bergulir
‘.1 Berikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan dana bergulir :

Dana bergulir dapat dihapuskan secara bersyarat/penghapusbukuan
datau  mutlak/penghapustagihan  dari  pembukuan  Pemerintah
Kabupaten Semarang,

Penghapusan secara bersyarat atau penghapusbukuan dilakukan

dengan menghapuskan dana bergulir dari pembukuan Pemerintah

Kabupaten Semarang tanpa menghapuskan hak tagih daerah.

Dilakukan dengan pertimbangan :

Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) vyang
ditetapkan sebagai kategori dana bergulir macet; dan/atau

- Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat
Tagihan ketiga sectelah jatuh tempo atau dana bergulir telah
diserahkarn kepada instansi yang menangani pengurusan piutang
Negara, atau sejak tanggal berakhirnya penetapan dana bergulir
tersebut menjadi dana bergulir diragukan, yang sudah dilakukan
penagihan tetapi belum dilakukan pelunasan.; dan/atau

- Debitur mengalami musibah (force majeure); dan/atau

- Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan
dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat
ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat vang
berwenang; dan/atau

- Debitur tidak mempunyai harta kekayvaan lagi, dibuktikan dengan
surat keterangan dari pejabat yng berwenang yang menyatakan
bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta
kekayaan lagi; dan/atau

- Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
dan/atau

- Debitur tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat atau
alamatnya tidak  jelas/tidak lengkap  berdasarkan  surat
keterangan/ pernyataan dari pejabat vang berwenang, dan/atau
telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat
keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau

- Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak
lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang
tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, keberatan, dan
sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernvataan Bupati;
dan/atau

- Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen
keterangan dari pihak kepolisian.

- Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak
menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang
yang sudah  dihapusnukuan ini  masih dicatat secara
ekstrakomtabel dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghapusan secara mutlak atau penghapustagihan dilakukan

dengan menghapuskan hak tagih daerah. Dilakukan dengan

pertimbangan :
Penghapusan karena mengingat ~ jasa-jasa pihak  vang
berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang
dari keterpurukan lebih dalam.

- Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat
citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih
luas menghadapi tugas mas adepan.

- Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih,
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menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi
pihak tertagih.

Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
Penghapustagihan setelah semua upava tagih dan cara lain gagal
atau tidak mungkin diterapkan.

- Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum
kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak,
melakukan benchmarking kebijakan /peraturan penghapusbukuan
di negara lain.

Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin
dibatalkan, apabila telah dioutuskan dan diberlakukan kecuali
cacat hukum:,

Pengahapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan
dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan
penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan.

d. Penghapusan dana bergulir hanya dapat dilakukan setelah dana
bergulir di urus secara optimal oleh instansi Pemerintah Kabupaten
Semarang dan penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diserahkan
kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

e. PSBDT (Piutang Scmentara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam

hal masih terdapat sisa utang namun :

- Penanggung utang tidak mempunvai kemampuan untuk
menyelesaikannva.

- Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai
nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.

Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut

dana bergulir ditetapkan oleh :

- Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-

- Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-

- Dana bergulir vang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak
diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati
setelah mendapat pertimbangan dari KPKNL yang wilayah kerjanya
meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan.

Penghapusan secara bersyarat atas dana bergulir dari pembukuan

dilaksanakan dengan ketentuan sctelah dana bergulir ditetapkan

sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara
bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau;

h. Penghapusan secara mutlak atas dana bergulir dari pembukuan
dilaksanakan dengan ketentuan :

- Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan
penghapusan secara bersyarat dana bergulir.

Penanggung dana bergulir tetap tidak mempunvai kemampuan
untuk menvelesaikan sisa kewajibannya, vang dibuktikan dengan
keterangan dari aparat, pejabat berwenang.

=
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Investasi Permanen

102. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Atau investasi
yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat
untuk memperjual belikan atau melepas investasi.

103. Investasi permanen terdiri dari :
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104.

a. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan
Negara/perusahaan daerah, lembaga - keuangan
Negara/lembaga keuangan daerah, badan internasional dan
badan hukum lainnya bukan milik Negara.

b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah
untuk  menghasilkan pendapatan atau meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa
dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang
dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam provek
pembangunan yvang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnva
nvestasi dalam propert vang tidak tercakup dalam kebijakan ini.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang

105.

106,

107,

108.

{09.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka panjang non
permanen berupa deviden tunai diakui sebagai piutang deviden
pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan
operasional pada saat deviden diurnumkan dalam RUPS.
Pendapatan deviden tunai tersebut diakui sebagai pengurang
piutang deviden pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan
deviden tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil
investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi berupa deviden tunai yang ddiperoleh dari
penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan
metode biaya, pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai
piutang deviden pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada
laporan operasional. Hasil investasi berupa deviden tunai akan
diakui sebagai pengurang piutang deviden pada saat kas diterima.
Penerimaan deviden tunai tersebut akan diakui sebagai
pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan
modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode
ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan
operational dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca.
Deviden tunai diakui sebagai piutang deviden dan pengurang
investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Deviden
tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang
deviden. Penerimaan deviden tunai tersebut akan dicatat sebagai
pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai
investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan.
Dalam kondisi nilai investasi negative disajikan nihil, bagian laba
terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi.
Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan
dilakukan setelah akumulasi rugi tertutup. Hal ini diungkap
dalam catatan atas laporan keuangan.

Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif
dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban
konstruksi untuk menampung kerugian atas badan usaha
penerima investasi tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui
sebagai nilai investasi negatif.

Pengakuan bagian laba pada saat investasi disajikan sebesar nilai
negative akan menambah nilai investasi tersebut, penambahan
tersebut akan mengurangi nilai negative investasi pada neraca.
Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
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Pengungkapan Investasi

2 1,

Pemerintah Kabupaten Semarang, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi

b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

¢. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun
investasi jangka panjang;

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab
penurunan tersebut;

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan
penerapannya; dan

f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi

dengan metode ekuitas.

Investasi yang disajikan dengan nilai negatif.

Perubahan klasifikasi pos investasi.

Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang

mengakibatkan perubahan metode akumulasi.

3

ASET TETAP

]
b

114.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Termasuk dalam aset tetap pemerintah daerah adalah :

a. Aset tetap vang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan
oleh entites lainnva misalnya pemerintah lainnya, universitas,
kontraktor.

b. Hak atas tanah.

Aset Tetap terdiri dari :

Tanah;

Peralatan dan Mesin;

Gedung dan bangunan;

Jalan, Irigasi dan Jaringan;
Aset Tetap Lainnya;
Konstruksi dalam Pengerjaan;

‘n 1h yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh
1 ngan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah
duerah dan dalam kundisi siap pakal.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya
vang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakail.

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan opemsmnal
pc*mermtah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam kelompok aset tetap di atas, vang diperoleh dan dimanfaatkan
untuk kegiatan opcrasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap
pakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum
selesai seluruhnya.
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Asct tetap yang udak digunakan untuk keperluan operasional
cemerintah  daersh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus
disajikan di pos asel lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

122,

123

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat
diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
¢. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas; dan
¢. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
f.  Memenuhi dalam batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi
aset tetap yang sudah ditetapkan.
Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada
saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset Tetap

124.

J
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Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset
tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai
suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya
harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut

adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya
perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat
neraca itu disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal
neraca awal, atas perolehan aset tetap baru suatu entitas
menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya
perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

Perolehan Secara Gabungan

{29.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh
secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-
masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

1.30.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau
pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset
lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai
wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat
aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas
atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

)
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131. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu
aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan
memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat
dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa.
Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang
diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat
sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi

132. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat

sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) ‘

133. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan.

134. Pengeluaran setelah perolehan berupa rehabilitasi / pemeliharaan
besar yang memenuhi syarat kapitalisasi dan menambah masa
manfaat akan dicatat sebesar nilai perolehan saat tahun
perolehan. Pengeluaran setelah perolehan ini dicatat dengan
metode historis, dimana rehabilitas / pemeliharaan sebagai aset
penambah nilai dan masa manfaat dicatat pada tahun perolehan
dengan tidak menghilangkan informasi aset lama / awal

. Seluruh aset hasil rehabilitasi / pemeliharaan baru yang
dikapitalisasi ini dapat menurun kapasitas / manfaatnya sehingga
harus disusutkan nilainya sesuai dengarn metode yang telah
ditentukan dengan estimasi umur aset masing-masing serta

disusutkan sejak tahun perolehan rehabilitasi aset yang
bersangkutan.

L
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“engukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan

Awal

..36. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap
tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian
kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian
pada masing-masing akun aset tetap dan akun akun ekuitas.

Penyusutan

137. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset
tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat asset yang
bersangkutan.

138. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban
penyusutan dalam laporan operasional.

JG. Penyesuaian nilai asct tetap dilakukan dengan berbagai metode
sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang
digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau
kemungkinan jasa vang akan mengalir ke pemerintah daerah.

'40. Metode penyusutan vang dipergunakan adalah metode garis lurus.

11. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan
dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa
manfaatnya. Prosentase penyusutan vang dipakai dalam metode ini



dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk
mendapat nilai penyusutan per tahun.

|
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adalah sebagai berikut :
Penyusutan per periode =  Nilai yang dapat disusutkan

Masa Manfaat

Tarif penyusutan untuk setiap aset adalah sebagai berikut :

Rumusan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis lurus

Tarif !
No. Uraian | penyusutan
(%)
1. | Tanah 0%
2. | Peralatan dan Mesin, terdiri atas : {
2.1 Alat-alat Berat _ | 5%
2.2  Alat-alat Angkutan/kendaraan ' 5%
2.3 | Alat-alat Bengkei dan Alat Ukur - 4%
‘2 4 | Alat-alat Pel r'Hnan/Petemal‘:an - b 5%__'
S | Alat-alat K:g‘ltor dan Rumah Tangga ____ | 5% |
2 6 | Alat Studio ‘lan Alat Komunikasi | 5% |
2.7 | Alat-alat }\_L lnklcran S 8% |
2.8 Alat-alat Laboratorium 1 8% |
2.9 Alat Keamanan 5% |
3| Gedung dan Bangunan, terdiri alas : | N
‘3.1 | Bangunan Gedung - | 4% |
3.2 | Bangunan Monurmen - 4% |
4. | Jalan, Ir_lgasl dan 1 Jaringan, terdiri alas ; ]
4.1 | Jalan 4% |
4.2 Jembatan S 4% |
4.3 Bangunan Air/Irigasi 8% |
j 4.4 | Jaringan dan [nstalasi B ) 4%
5. | Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :
__5 1 | Buku dan Perpustakaan 8%
5.2 | - Barang Bercorak 8% |
_Kesenian /Kebudayaan/Olahraga I
5.3 | Hewan/, Ternak dan Tumbuhan 0% i
5.4 | Alat-alat Persenjataan =iy 5% |
~ 6. | Konstruksi Dalam Pengerjaan -, 0% |

144, Selain tanah, hewan/ternak dan tumbuhan serta konstruksi dalam
pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan
sifat dan karakteristik aset tersebut.

-~ Hal-hal khusus terkait penyusutan :

Untuk aset vang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal, maka
penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang disusutkan dengan
masa manfaat saat penyusunan neraca awal. Sedangkan
akumulasi penyusutan terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan
penyusutan selama masa manfaat yang telah dilewati sampai dengan
neraca awal.

sisa

Sisa masa Masa manfaat - | Umur aset
manfaat saat | = . aset | pembelian  sd
| neraca awal , . neraca awal

éejak
tahun




Penyusutan  per ' Nilai Aset . | Sisa manfaat saat neraca |
tahun = - awal

Akumulasi Umur sd Neraca x Penyusutan per tahun
penyusutan . = awal

Penyusutan tahun Penyusutan  per |
berjalan = tahun _ N _

- Untuk aset vang diperoleh setelah penvusunan neraca awal hingga
satu tahun sebelumm dimulainya penerapan penyusutan, maka
penvusutan dihitung dengan membagi nilai yang disusutkan dengan
perkiraan masa manfaat. Sedangkan akumulasi penyusutan terdiri
dari penyvusutan tahun berjalan dan koreksi penyusunan tahun
berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.

Akumulasi Tarif ' x | Umur x |Umur aset sejak |
penvusutan = penyvusutan | | aset pembelian sd tahun
[ _ _ L . .| neraca awal

' Penyusutan tahun

 Tarif penyusutan | x { Nilai aset
berjalan = |

|

Untuk aset vang diperoleh pada saat penyusunan neraca awal dan
seterusnya maka penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang
disusutkan dengan perkiraan masa manfaat.

_Pén_\_-'usutan = | Nllai yafng . [ Masa manfaat _ |
| disusutkan

Untuk aset yang mengalami penilaian dan atau revaluasi serta aset

reha ; mengalami pemeliharaan berat (subsequent expenditure),
maka penvusutan dihitung dengan membagi nilai vang disusutkan

dengan perkiraarn masa manfaat.

Penyusutan = | Nllai yang : Masa manfaat
| disusutkan

- Aset ekstracomptable Pemerintah Kabupaten Semarang tidak
disusutkan

- Penyusutan atas aset tetap di hitung sejak tahun perolehan. Untuk
Periode penyusutan pada tahun 2015 masih menggunakan
pendekatan tahunan dimana barang yang di peroleh pada tahun 2015
tersebut sudah harus disusutkan selama | tahun.

- Peiode penyussutan mulai tahun 2016 menggunakan pendekatan
semesteran atau tengah tahunan. Pendekatan semesteran ini
menggunakan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu
untuk menghitung besarnya penyusutan. Jika suatu aset diperoleh di
semester pertama maka penyusutannya dihitung penuh satu tahun,
jika diperoleh pada semester kedua maka penyusutannya dihitung
setengah tahun

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)
146, Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak
diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah



menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga
pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

147. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau
bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak
ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

148. Aset tetap yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari
Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,

149. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan
ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tanah

150. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak
diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti
ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan tentang akuntansi
aset tetap.

151. Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang
dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap
digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan
untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

152. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya
dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta
perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan
Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan
yang bersifat permanen.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

153. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset,
konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak
konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini
terpenuhi :

a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan
kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau
menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-
masing aset tersebut;

¢. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

154. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan
konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau
dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat
dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan
diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :

a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam
rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup
dalam kontrak semula; atau

b. harga aset  tambahan tersebut  ditetapkan tanpa
memperhatikan harga kontrak semula.



¥Konstruksi Dalam Pengerjaan

155. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam
proses pembangunan.

156, Jika penyelesaian pengerjaan suatu asset tetap melebihi dan atau
melewati satu tahun anggaran, maka asset tetap yang belum
selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi
dalam pengerjaan sampai dengan asset tersebut selesai dan siap
dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun
dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu
akun yang sesual dalam pos asset tetap.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
158. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam
Pengerjaan jika :
a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang
akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
¢. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
159. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang
dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan
oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
160. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang

bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan

perolehan.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke asset tetap yang
bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai
dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Fengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

162. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

163. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan
konstruksi;

b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada
umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
dan

¢. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan
konstruksi yang bersangkutan.

164. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak
konstruksi meliputi :

a. termin yang telah dibayarkan kepada  kontraktor
sehuburigan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor
berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi
belum dibayar pada tanggal pelaporan;

¢. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

165. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang
timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah
biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat
diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
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166. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi
jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang
bersangkutan.

167. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset
yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman
periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing
konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total
pengeluaran biaya konstruksi.

168. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara

tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka

biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian
sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruicsi yang mencakup beberapa Jenis pekerjaan yang

penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka Jenis

pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya
pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk Jenis
pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

[ -
-
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Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan
170. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
@. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut
tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
¢. Retensi.

Aset Bersejarah (Heritage Assets)

171. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk
mencatat aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset
tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

172. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat
lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya,
sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang
perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan
prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya."

Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

- Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh
pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering
dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur
memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

DANA CADANGAN

i74. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci
menurut tuyjuan peruntukannya.

175. Penerimaan hasil bunga / deviden rekening dana cadangan
dicantumkan sebagai penambah dana cadangan. Pada saat
terdapat informasi tentang hasil bunga/deviden dana cadangan
maka akan menambah dana cadangan dan menambah pendapatan
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bunga dana cadangan pada Laporan Opearsional. Dan pada saat
hasil bunga danc cadangan di pinndahkan ke rekening kas
daerah maka akan menambah Perubahan Saldo Anggaran lebih

dan menambah pendapatan bunga dana cadangan pada Laporan
Realisasi Anggaran.

ASET LAINNYA
176. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
177. Aset Lainnya terdiri dari:
a. Aset Tak Berwujud;
b  Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12
(dua belas) bulan.
c. Aset Kerjasama dengan fihak ketiga (Kemitraan)
d. Kas yang dibatasi penggunaannya
e. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah;
f. Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah asset non keuangan yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunvai wujud fisik derta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.

v, Contoh aset tidak berwujud adalah Sistim Informasi, hak paten, hak
cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak
berwujud dapat dipcroleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan
sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

180, Aset tak berwujud disusutkan /diamortisasi untuk menyesuaikan
nilainya secara sisiemaltis sesuai masa manfaatnya. Penyusutan atau
amortisasi aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis
lurus dengan tarif sebesar 10%.

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas)

bulan.

181, Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan
menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
Pemerintah Kabupaten Semarang secara angsuran kepada pegawai
Pemerintah Kabupaten Semarang. Contoh tagihan penjualan angsuran
antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan
dinas.

152, Tagithan penjualan  angsuran dinilai  sebesar nilai nominal dan
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi
dengan angsuran vang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau
caftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Aset Kerja Sama dengan fihak Ketiga (Kemitraan)
~3. Aset Kerja Sama dengan Fihak ketiga (Kemitraan) merupakan perjanjian
antara dua fihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk
melaksanakan  kegiatan  yang  dikendalikan  bersama  dengan
menggunakan aset dan atau hak usaha yang dmiliki.

Kas yang dibatasi penggunaannya

124 Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan uang tunai dan saldo
simpanan di bank vang tidak setiap saat dapat digunakan untuk



membilayal keglatan pemerintah baik menurut waktu, jenis maupun
jumlah dari kegiatar.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan

-H"‘\

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan
terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung
ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalsm pelaksanaan
tugas kewajibannva.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah
dilakukan oleh bend: hara vang bersangkutan ke kas daerah.

I aglhan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ot = e
-

Tuntutan Ganti Rugl (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda
sebagai akibat langsung ataupun tdak langsung dari suatu perbuatan
melanggar hukumn vang dilakukan oleh pegawail tersebut atau kelalaian
dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan
setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas
daerah.

Aset Lain-Lain

189

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan
Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan
Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset vang sudah tidak bermanlaat.
Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Semarang serta sudah
mendapatkan persetujuan penghapusan dari Bupati Semarang.

Pengungkapan Aset Tetap
191. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing

jenis aset tetap sebagai berikut :

«. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai
tercatat (carrying amount);

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
yang menunjukkan :
(1) penambahan;
(2) pelepasan;
(3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
(4) mutasi aset tetap lainnya.

c. Informasi penyusutan, meliputi :
(1) nilai penyusutan;
(2) metode penyusutan yang digunakan;
(3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
(4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal

dan akhir periode.

192. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;



.
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Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi
dengan aset tetap:

Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
dan

Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

yang berkaitan

Pj. BUPATI SEMARANG,
CAPTTD

Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, MSi
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